
 

 

 

 

 

BUPATI SITUBONDO 
 

PERATURAN 

BUPATI SITUBONDO 

NOMOR 19 TAHUN 2007 

TENTANG 

PETUNJUK PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DALAM 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2007 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang :    bahwa guna kelancaran pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2007 dan Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu 

menyusun tentang Petunjuk Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 

Tahun Anggaran 2007, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851 ) ; 

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  
Negara  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355 ) ; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4389 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400 ) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 

 

SALINAN 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah       
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor   4027 ) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503 ) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;      

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan   Pemerintah  Daerah     
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah 
Tahun  Anggaran  2007 ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  1 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Situbondo  Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2007 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo, Tahun 2007 Nomor 1); 

21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Situbondo. 

 

 

 



 3 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN DAN 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2007 

 

 

Pasal  1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Petunjuk Pengelolaan dan 

Penatausahaan Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2007, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  2 

 

Petunjuk Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2007, merupakan petunjuk bagi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam 

melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2007. 

  

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 5 Juni 2007            

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd 

 

dr. H.  ISMUNARSO 

 

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada  : 

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ; 
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah 

III di Malang ; 

3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo; 

4. Yth. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam 

Kabupaten Situbondo; 

5. Yth. Sdr. Kepala Bagian dalam Sekretariat 

Daerah Kabupaten Situbondo ; 

6. Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo 
    E/P2U/Pengaturan 2007/Petunjuk Pengelolaan dan Penatausahaan Keu. 
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Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 5 Juni 2007 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

 

ttd 

 

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si 

Pembina Tingkat I 

NIP. 010 104 956 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 19 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


